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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemilu sebagai sarana tak terpisahkan bagi negara demokrasi sebgai 

pedoman untuk kehidupan berpolitik rakyatnya. Di Indonesia pemilu menjadi 

kebutuhan dasar bagi legalitas berpolitik masyarakat. Dasar terselenggaranya 

negara demokrasi salah satunya ialah adanya pemilu. Agar tercipta pemilu 

yang baik maka sudah seharusnya dengan berlandaskan pada standarisasi 

pemilu yang berlaku dalam jurnal (Habbodin, 2016) . Pelaksanaan pemilu di 

Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Bahwaw pemilu 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. 

Partisipasi politik merupakan wujud dasar dari kedaulatan rakyat yang 

dalam proses demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat lembaga Bawaslu 

bertugas untuk mengawasi setiap tahapan dalam pemilu. Sesuai dengan 

tugasanya Bawaslu memiliki misi terkait dengan pengawasan, yaitu 

mendorong pengawasan partisipatif masyarakat sipil. Dengan tujuan untuk 

mendekatkan masyarakat dalam tahapan pemilu, dalam hal mengawasi 

pelaksanaan pemilu. Karena dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu 

berpeluang besar terdapat potensi dugaan pelanggaran pemilu.  

Pada kenyataannya kesadaran masyarakat Indonesia terkait dengan 

proses demokrasi masih sangatlah rendah. Hal tersebut dikarenakan masih 

rendahnya pengetahuan terkait demokrasi dan kepemiluan. Maka dari hal 

tersebut perlu adanya kerjasama antara Bawaslu dan masyarakat untuk 

meningkatkan pengawasan partisipatif. Yang dimana pelibatan masyarakat 

tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung, harus melalui tahapan seperti 

sosialisasi, pemberian pengetahuan dan keterampilan terkait pengawasan 

pemilu melalui pendidikan politik pada masyarakat dalam jurnal (Demokratis, 

2018). 

Bawaslu memiliki kebijakan mengenai pelibatan dan partisipasi 

masyarakat yang diatur dalam, Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 

Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang mengatur tentang bentuk-bentuk 
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partisipasi masyarakat. Dalam kebijakan tersebut mencantumkan upaya yang 

dilakukan Bawaslu terkait pelibatan dan upaya mendorong partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta terdapat rencana strategis 

Bawaslu yang dirancang pada tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.  

Dalam pelaksanaan rencana strategis tersebut Bawaslu mengalami 

kendala kelemahan pada permasalahan konsep partisipasi masyarakat. Pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 448 Ayat 2 disebutkan bahwa 

“Bentuk partisipasi masyarakat berupa sosialisasi pemilu pendidikan politik 

bagi pemilih.” 

Sesuai dengan kendala yang dialami Bawaslu dalam rencana 

strategisnya, pada tahun 2019 Bawaslu RI mengagas suatu program untuk 

meningkatkan pengawasan partisipatif yaitu SKPP (Sekolah Kader Pengawas 

Partisipatif) yang secara resmi diumumkan dan dibuka pendaftarannya. 

Program tersebut merupakan sarana pendidikan politik yang ditujukan pada 

generasi muda atau pemilih pemula. Dikarenakan pemuda merupakan pelopor 

masyarakat dan ujung tombak dari suatu negara. Maka perlu diberikan 

pendidikan politik supaya tidak bersikap apatis.  

Program SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) masuk kedalam 

program unggulan dan program prioritas Presiden Joko Widodo. SKPP 

(Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) juga masuk kedalam RPJMN (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional) terkait dengan partisipasi politik 

aktif warga negara. Selaras dengan hal tersebut upaya yang dilakukan Bawaslu 

Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dengan 

melakukan sosialisasi kepada pemuda terkait dengan SKPP. Sosialisasi 

tersebut dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan dan organisasi 

kepemudaan. 

Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan SKPP sebanyak 3 

kali, yang pertama pada tahun 2019 dilaksanakan secara offline bertempat di 

Ngebel, terdapat 60 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, yang terdiri dari 

para mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Kedua pada tahun 2020 yang 

dilakukan secara daring dikarenakan di Indonesia sedang mengalami pandemi 

Covid-19 yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk social dictancing. 
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Yang dimana kegiatan tersebut langsung diadakan oleh Bawslu RI serentak di 

seleruh Indonesia. Dari Kabupaten Ponorogo sendiri terdapat 54 peserta yang 

lolos terdiri dari para mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Ketiga pada 

tahun 2021 yang sudah memasuki new normal pasca pandemic covid-19, 

dilaksanakan offline dengan mematuhi protokol kesehatan tentunya. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan Sekarisidenan Madiun bertempat di Kota Madiun 

dengan jumlah peserta lolos dari Kabupaten Ponorogo sebanyak 13 orang yang 

terdiri dari para mahasiswa dan organisasi kepemudaan. 

Hal itulah yang membuat peneliti tertarik dalam meneliti terkait dengan 

upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisiptif generasi muda 

pada pemilu melalui, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dimana program ini 

sangat digencar-gencarkan oleh Bawaslu, khususnya dalam pelaksanaannya di 

Kabupaten Ponorogo. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai 

Pengawasan Partisipatif dan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) 

dengan tema yang hampir sama, yang tentunya penelitian tersebut penting 

untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini.  

Penelitian pertama berjudul “Sekolah Kader Pengawas Partisipatif 

Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi 

Covid – 19” (Saufi dkk., 2020) dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif oleh Ahmad Saufi, Ahmad Faiz, dan Muhammad Rezky Yanuar, 

Departemen Administrasi Publik Universitas Diponegoro pada tahun 2020. 

Dalam penelitian ini disebutkan inovasi sekolah kader pengawas partisipatif 

daring di tengah pandemi covid-19 dengan menggunakan metode internet dan 

informasi ini dapat meningkatkan partisipasi peserta dari 34 provinsi, dari hal 

tersebut dapat diketahui bahwa dengan penggunaan metode baru proses dapat 

tersampaikan dengan baik secara jelas dan tegas. Dalam kegiatan ini media 

pembelajaran bertransformasi dengan menggunakan bentuk-bentuk baru 

supaya keberhasilan belajar dapat tercapai sesuai standarisasi pada indikator. 

Pada metode baru ini dapat dikembangkan melalui sumber daya manusia dan 

sarana-prasarana bagi keberhasilan e-learning. Serta dengan memperhatikan 

kondisi geografis terutama pada daerah yang masih terbatas jaringan internet. 
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Penelitian kedua berjudul “SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan 

Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara” 

(Sofiyatul & Dewi, 2021) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif oleh 

Nia Sofiyatul Millah dan Dinie Anggraenie Dewi, Universitas Islam Nusantara 

dan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2021. Dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa pada pelaksanaan pemilu dari awal sampai saat ini partisipasi 

politik terus menurun. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa perlu adanya 

pendidikan politik khususnya tentang kepemiluan kepada masyarakat. Dengan 

adanya program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dari Bawaslu 

sebagai sarana pendidikan politik, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 

politik bagi warga negara. 

Penelitian ketiga berjudul “Pertukaran Sosial Dalam Sekolah Kader 

Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring” (Ferdian dkk., 2021) dengan 

menggunakan metode penelitian kulaitatif  oleh Muhammad Firdaus, Firman, 

Rusdinal, Universitas Negeri Padang pada tahun 2021. Dalam penelitian ini 

disebutkan bahwa, dalam program SKPP Daring yang dilaksanakan terdapat 

empat unsur dasar yang digunakan sebagai landasan utama bagi terciptanya 

pertukaran sosial. Seperti pertukaran sosial berupa penghargaan secara 

intrinsuk dan secara ekstrinsik yang terjadi pada pelaksanaan SKPP Daring di 

Kota Payukumbah. 

Penelitian keempat berjudul “Upaya Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di 

Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jambi Tahun 

2020” (Nazar, 2021) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif oleh 

Edwin Nazar Universitas Jambi. Pada penelitian ini dijelaskan kinerja Bawaslu 

bisa dikatan cukup baik dalam hal mensosialisasikan pengawasan partisipatif 

di masa Pandemi ini. Dengan cara memberikan pendidikan politik dengan 

meluncurkan SKPP Daring. Di masa pandemi ini pengawasan partisipatif dapat 

dilakukan melalui sosial media tanpa harus bertemu secara langsung berkat 

kemajuan teknologi saat ini.. 

Pada penelitian ini dengan mengambil tema yang sama namun tentuya 

dengan topik bahasan yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada upaya 
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Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif generasi muda pada 

pemilu di Kabupaten Ponorogo melalui SKPP (Sekolah Kader Pengawas 

Partisipatif). Dengan bahasan mengenai peran Sekolah Kader Pengawas 

Partisipatif (SKPP) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan partisipatif  pemilu, di Kabupaten Ponorogo.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang dapat di identifikasi sebagai berikut : 

Bagaimana peran SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) sebagai 

upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif generasi muda 

pada pemilu di Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut : 

Untuk mengetahui bagaimana peran SKPP (Sekolah Kader Pengawas 

Partisipatif) sebagai upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan 

partisipatif generasi muda pada pemilu di Ponorogo, dapat meningkatkan 

partisipasi generasi muda dalam melakukan pengawasan pemilu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

kalangan akademisi yang dapat dijadikan bahan sebagi penelitian terkait 

ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan luas bagi peneliti serta 

pembaca. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bawaslu 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan sebagai salah satu 

penentu dalam upaya peningkatan pengawasan partisipatif pada 
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pemilu sekaligus dapat dijadikan solusi untuk mengatasi 

permasalahan yang mungkin terjadi. 

 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk 

pembelajaran yang luas sehingga masyarakat dapat mengetahui SKPP 

(Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) dan upaya Bawaslu dalam  

pengawasan partisipatif pada pemilu. 

 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan kreativitas 

penulis dalam menyusun karya ilmiah. 

 

E. Penegasan Istiliah 

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian mengenai variabel-

variabel berdasarkan karakteristik yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini 

penegasan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi pengertian yang menyimpang 

dari judul penelitian yaitu “SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif)  

Sebagai Upaya Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif 

Generasi Muda Pada Pemilu”. 

a. Upaya 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi III tahun 

2003 kata “Upaya memiliki pengertian yaitu suatu usaha ikhtiar untuk 

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar”. 

Menurut Poerwadarminta dalam jurnal (Adhitya Pratama, 2019) upaya 

adalah usaha untuk menyampaikan maksud akal dan ikhtiar. Dari 

pengertian tersebut dapat diartikan upaya merupakan segala usaha untuk 

mewujudkan suatu hal agar dapat tercapai sesuai dengan tujuannya serta 

dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya.  
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b. Pengawasan Partisipatif 

Pengawasan partisipatif merupakan upaya untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam proses 

demokrasi. Istilah Pengawas Partisipatif digunakan untuk seluruh pihak 

yang terlibat dalam Pemilu serta masyarakat pada umumnya. Keterlibatan 

masyarakat sangat penting dalam Pengawasan Partisipatif. Hal tersebutlah 

yang menjadi laangkah strategis dalam mengawal demokrasi yang lebih 

baik. (Cahya & Wibawa, 2019) 

 

c. Generasi Muda  

Generasi muda dalam jurnal (Widiyono, 2019) merupakan suatu 

kelompok penerus yang memiliki kemampuan, semangat yang tinggi 

serta memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangakan dan 

memajukan suatu kelompok ataupun Negara. Langkah kongkret untuk 

menjadikan suatu kelompok atau Negara untuk menuju ke arahyang lebih 

maju sesuai perkembangan zaman, hal tersebut yang menjadi ciri khas 

dari pemuda. 

 

d. Pemilu  

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi : 

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
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F. Landasan Teori 

1. Upaya Pengawasan Pemilu  

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Edisi III 

tahun 2003 kata “Upaya memiliki pengertian yaitu suatu usaha ikhtiar 

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan 

keluar”.  Dalam arti lain upaya merupakan, usaha, akal ikhtiar dalam 

mencapai suatu maksud untuk memecahkan permasalahan yang digunakan 

untuk mencari solusi.  

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa upaya merupakan 

bagian dari peran yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Pada penelitian ini upaya difokuskan mengenai bagaimana usaha 

Bawaslu dalam mencapai tujuan terkait peningkatan pengawasan 

partisipatif masyarakat di Kabupaten Ponorogo pada pemilu. 

Pengawasan Pemilu merupakan kegiatan mengamati. Mengkaji, 

memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan 

perundang-undangan Bawaslu No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengawasan 

Pemilu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya 

pengawasan Pemilu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Bawaslu 

untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu yang demokratis sesuai asas-

asas Pemilu dan berkualitas. Serta dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah secara menyeluruh. Usaha yang dilakukan 

Bawaslu dalam tahap mencapai tujuan tersebut, telah diwujudkan dalam 

kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilu. 

 

2. Konsep Pengawasan 

Pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan 

penyimpangan atau penyalah gunaan dari tujuan yang akan diwujudkan. 

Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat membantu dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan agar dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Pengawasan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 
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untuk mengetahui sejau mana suatu pekerjaan tersebut dilaksanakan. Serta 

pengawasan dapat digunakan sebagai controlling terhadap suatu kinerja. 

Konsep pengawasan dalam jurnal (Susila Wibawa, 2019) 

merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan sebagai bentuk 

pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang memiliki jabatan 

kewenangan kepada pihak yang berada dibawahnya. Menurut Sarwoto, 

pengawasan merupakan suatu kegiatan manajerial agar suatu pekerjaan 

dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah diharapkan.  

Menurut (Simbolon, 2004) teknik pengawasan terbagi menjadi dua 

macam yaitu :  

a. Pengawasan Langsung 

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap 

kegiatan yang berlangsung. Bentuk dari pengawasan ini berupa 

inspeksi langsung dan laporan langsung. 

b. Pengawasan Tidak Langsung 

Merupakan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung, yang 

berarti pengawasan dilakukan dari jarak jauh, melalui laporan secara 

lisan maupun tulisan. 

 

Menurut (Sule & Saefullah, 2015) tujuan pengawasn yang utama yaitu 

mengusahakan bagaimana suatu usaha dapat tercapai dan menjadi 

kenyataan, selaras dengan tujuan pengawasan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perintah 

yang telah direncanakan. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pelaksanaan. Dari hal 

tersebut maka diambil tindakan untuk memperbaiki agar tidak kendala 

tersebut tidak terulang pada kegiatan selanjutnya. 

 

Terdapat berbagai fungsi pengawasan diantaranya sebagai berikut : 

a. Eksplansi yaitu fungsi pengawasan yang menampung informasi untuk 

menjelaskan terkait dengan hasil kebijakan publik dan program kerja 

yang direncanakan berbeda. 
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b. Akuntansi yaitu fungsi pengawasan yang menghasilkan berupa 

informasi yang bermanfaat. Untuk digunakan dalam hal perubahan 

sosial ekonomi yang terjadi setelah adanya kebijakan dari waktu ke 

waktu.  

c. Pemeriksaan yaitu fungsi pengawasan yang digunakan dalam 

menentukan sumber daya dan pelayanan. Untuk memastikan bahwa 

hal tersebut sudah tepat sasaran. 

d. Kepatuhan yaitu fungsi pengawasan yang digunakan untuk 

menentukan apakah tindakan dari para pelaku pengawasan sudah 

sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau 

pemilik kewenangan. 

 

Dalam Jurnal (Susila Wibawa, 2019) pengawasan dalam pemilu 

berhubungan erat dengan perencanaan dikarenakan sebagai bahan untuk 

mengawasi penyimpangan yang ada dalam pemilu. Sesuai ketentuan 

dalam pasal 8 ayat 1 dalam peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 

tentang pengawasan pemilu dilakukan dengan cara pencegahan dan 

penindakan. Sesuai dengan peraturan tersebut pengawasan partisipatif 

berbasis  masyarakat diperlukan bukan hanya dalam memilih calon 

pemimpin ataupun wakil rakyat, namun juga pengawasan dalam bentuk 

temuan dan laporan pelanggaran masyarakat. Menurut Sarwoto 

karakteristik pengawasan yang efektif adalah: 

a. Terdapat unsur keakuratan, yang berarti data dapat dijadikan pedoman 

yang valid. 

b. Tepat waktu, maksudnya pengawasan dapat disimpulkan, 

dikumpulkan, dievaluasi serta dapat dilaksanakan kegiatan evaluasi 

c. Objektif dan menyeluruh, dalam artian dapat dimengerti. 

d. Terpusat, yaitu menggolongkan dalam bagian-bagian penyimpangan 

yang seringkali terjadi. 

e. Realisasi secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus 

lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat. 
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f. Realisasi secara organisasional, yaitu sesuai dengan apa yangakan 

diorganisasi. 

g. Terkoordinasi dengan aliran kerja, yaitu untuk menentukan sukses 

atau tidaknya  dan harus sampai pada yang bersangkutan. 

h. Fleksibel, artinya pengawasan harus bisa disesuaikan pada kondisi 

apapun, dimana ketika ada permasalahan tidak lagi membuat sistem 

baru akibat perubahan sikon. 

i. Sebagai panduan dan sumber daya di mana harus dapat melihat 

standar deviasi dan dapat menentukan koreksi. 

j. Disetujui oleh staff organisasi, melaksankaan penyelenggaraan kerja 

dalam staff organisasi dan melakukan peran otonomi, presstasi dan 

tanggung jawab. 

Secara umum terdapat tiga model pengawasan pemilu partisipatif 

masyarakat, sebagai berikut: 

a. Model pengawasan partisipatif terbatas 

Model ini umumnya melibatkan kelompok-kelompok atau organisasi 

masyarakat yang telah memiliki rekam jejak dalam melakukan 

pemantauan pemilu, juga jaringan perguruan tinggi yang memiliki 

fakultas ilmu politik 

b. Model pengawasan partisipatif meluas 

Model ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara 

umum. Berbeda dengan model pengawasan partisipatif terbatas, 

model ini tidak memperhitungkan latar belakang mereka yang terlibat 

dalam pengawasan pemilu 

c. Model pengawasan partisipatif berbasis isu 

Model ini melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki perhatian 

terhadap isu-isu tertentu yang berkaitan dengan pemilu, misalnya 

sekedar ilustrasi Bawaslu dapat bekerja sama dengan Lembaga 

masyarakat pemantau korupsi untuk mengawasi dana kampanye 

pemilu. 
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3. Konsep Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi menurut Kams Besar Bahasa Indonesia merupakan hal 

yang berkaitan dengan keikut sertaan dalam suatu kegiatan ataupun 

berperan dalam suatu kegiatan. Dapat diketahui bahwa partisipasi adalah 

suatu kerjasama dalam suatu kegiatan. Masyarakat merupakan kesatuan 

sosial yang terdiri dari sekumpulan manusia saling berinteraksi satu sama 

lain. Konsep partisipasi masyarakat dalam jurnal (Lubis, 2009) merupakan 

konsep penting yang berhubungan langsung dengan proses demokrasi 

sebagai sistem pemerintahan, yang dimana pemegang kekuasaan adalah 

rakyat.  

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk diantaranya, 

berupa partisipasi masyarakat secara langsung dalam program pemerintah, 

seperti sumbangsih berupa materi, tenaga, dan pikiran, maupun berupa 

pendapat mengenai kebijakan. Seperti pendapat Sastropoetro dalam jurnal 

(Kusmanto, 2014) jenis-jenis partisipasi masyarakat sebagai berikut :  

a. Partisipasi pikiran, yang dimana seperti pengusulan pendapat dan 

merencanakan berbagai kegiatan untuk kesuksesan suatu program. 

b. Partisipasi tenaga yaitu sumbangsih tenaga yang diberikan 

masyarakat untuk suatu program agar dapat berjalan dengan lancer. 

c. Partisipasi keahlian, yaitu dari tingkat keahlian, keterampilan, dari 

suatu bidang yang dimiliki oleh masyarakat.  

 

Namum partisipasi masyarakat hingga saat ini khususnya pada 

pengambilan keputusan belum dapat menjadi kegiatan yang tetap dan 

terstruktur. Yang dimana partisipasi masyarakat masih terbatas 

padavbentuk keaktifan dan keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan 

ataupun program pemerintah. Idealnya  partisipasi masyarakat diperlukan 

pada setiap tahapan mulai dari perencanaan sampai tahap pengambilan 

keputusan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan saja. Bentuk partisipasi 

masyarakat dalam pemilu yaitu : 

a. Melalui pendidikan pemilih, 

b. Melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan pemilu, 
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c. Melakukan pemntauan atas setiap tahapan pemilu dan menyampaikan 

penilaian atas pemilu berdasarkan hasil pemantauan. 

d. Melaporkan dugaan pelanggaran pemilu baik pelanggaran kode etik 

penyelenggaraan pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi 

publik dan pelanggaran ketentuan pidana pemilu. 

e. Mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk 

terlibat mendaftarkan diri sebagai pemilih. 

Tujuan dari partisipasi masyarakat dalam pemilu yaitu agar 

masyarakat tidak hanya menjadi objek pada pemilu. Dalam hal tersebut 

suara dari masyarakat sangat diperebutkan oleh para peserta pemilu.  

Padahal masyarakat memiliki peran yang besar sebagai subyek pada 

kegiatan pemilu, yaitu dengan terlibat dalam menjaga integritas 

penyelenggaraan pemilu. Terdapat prinsip-prinsip pemilu yang 

berintegritas sebagai berikut :  

a. adanya transparansi proses pelanggaran pemilu 

b. adanya partisipasi aktif masyarakat 

c. adanya akuntabilitas pemilu 

d. adanya aksebilitas semua pihak untuk menguji kebenaran proses dan 

hasil pemilu 

 

Dengan adanya partisipasi masyarakat pada pemilu, dalam hal  

mengawasi proses pemilu yang berbentuk pengawasan partisipatif, 

merupakan salah satu bentuk dari penggunaan hak warga negara dalam 

mengawal hak pilihnya pada proses demokrasi.  

 

G. Definisi Oprasional 

Definisi oprasional merupakan definisi berdasarkan pada karakteristik 

yang dapat diamati atau diobservasi dari suatu hal yang sedang di identifikasi. 

Dapat juga diartikan suatu langkah untuk mengubah konsep-konsep berupa 

konstruk dengan kata-kata atau kalimat, yang dapat menggambarkan suatu 
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perilaku maupun gejala yang dapat diamati serta yang dapat diuji 

kebenarannya.  

Dalam definisi oprasional ini terdapat petunjuk lengkap terkait denga 

apa yang harus diobservasi, Definisi oprasional dapat membantu peneliti dalam 

menggelompokkan gejala disekitar dalam katagori khusus dari  suatu variable 

sebagai berikut : 

1. Upaya langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Ponorogo  

Upaya yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu 

atau untuk mencapai tujuan tertentu. Yang bertujuan untuk mengetahui 

strategi atau langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam 

meningkatkan pengawasan partisipatif. 

 

2. Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Ponorogo 

Pengawasan partisipatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 

masyarakat. Dalam artian keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pengawasan proses pemilu. Istilah Pengawas Partisipatif digunakan 

untuk seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu serta masyarakat pada 

umumnya.  

 

3. Partisipasi Masyarakat Pemuda Kabupaten Ponorogo 

Partisipasi masyarakat yaitu, keikutsertaan masyarakat dalam setiap 

tahapan proses pemilu. Dalam hal ini terkait dengan partisipasi pemuda 

(Peserta SKPP) mengenai pengawasan partisipatif pada pemilu. 

 

H. Metode Penelitian 

Metodelogi penelitian menurut (Sugiyono, 2014) merupakan prosedur 

ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Yang didasarkan pada 

ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Dapat diartikan bahwa 

metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan 

data dengan maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Maka dari itu 

penelitian ini berusaha memahami dengan data yang valid dan lengkap tentang 
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SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) sebagai upaya bawaslu dalam 

meningkatkan pengawasan partisipatif generasi muda pada pemilu. 

 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Menurut (Moleong, 2018) penelitian kualitatif 

merupakan cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif, berupa 

kata-kata ataupun secara lisan dari subjek yang diteliti. Yang bermaksud 

untuk memahami fenomena yang berkaitan dalam subjek penelitian, yang 

alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.   

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Ponorogo 

dengan beberapa pertimbangan, pertama Bawaslu Kabupaten Ponorogo 

menjadi salah satu penyelenggara SKPP (Sekolah Kader Pengawas 

Partisipatif). Kedua melihat banyaknya potensi pelanggaran pemilu di kota 

ini, serta masih rendahnya kesadaran pemuda terkait kepemiluan, sehingga 

perlu peran masyarakat pemuda khususnya dalam pengawasan partisipatif. 

 

3. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sempel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini  

digunakan dengan cara menentukan informan, dimana informan tersebut 

dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti secara mendalam oleh 

peneliti. Pada penelitian ini peneliti mengambil sempel informan yang 

terdiri sebagi berikut : 
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Tabel 1.1 

 Data Informan Penelitian 

 

No Nama L/P Pekerjaan Alamat 

1 Juweni, S.Pd L 

Kordiv Pengawasan 

Dan Hubal Bawaslu 

Kabupaten Ponorogo 

Babadan Ponorogo 

2 
Imroatul Ardziyah, 

S. Pd 
P 

Penyiar Radio Gema 

Surya Ponorogo 

(Peserta SKPP 

Ponorogo) 

Ngadirojo, Sooko, 

Ponorogo 

3 
Naufal Muhammad 

A. A 
L 

Mahasiswa Unmuh 

Ponorogo (Peserta 

SKPP Ponotogo) 

Carat, Sumoroto, 

Ponorogo 

4 
Khabib Fajar 

Pratama, S. I. Kom 
L 

Mahasiswa Pasca 

Sarjana UNAIR 

(Peserta SKPP 

Ponorogo) 

Ngabar, Siman, 

Ponorogo 

5 Agus Pranoto L 

Mahasiswa Unmuh 

Ponorogo (Peserta 

SKPP Ponorogo) 

Badegan Ponorogo 

 

4. Jenis Dan Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari objek penelitian dengan cara, peneliti mendatangi langsung objek 

penelitian yaitu informan untuk melakukan wawancara agar 

mendapatkan data yang valid dan dapat digambarkan dengan mudah 

oleh peneliti.  

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan 

untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui media, seperti 
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buku, jurnal ilmiah, artikel, ataupun internet, yang saling berkaitan 

dengan objek penelitian sehingga hasilnya ebih akurat. 

 

5. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2014) merupakan 

sebagai langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian untuk 

memperoleh data maupun informan yang akurat sehingga hasilnya dapat 

dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Adapun Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut : 

a. Teknik Observasi 

Peneliti melakukan observasi penggalian data dari sumber 

terkait mengenai Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan 

Bawaslu dengan data yang diperoleh mengenai data-data yang 

dibutuhkan. 

 

b. Teknik Wawancara 

Menurut (Moleong, 2018) wawancara merupakan percakapan 

atara kedua belah pihak, yang dimana salah satu pihak pewawancara 

memberikan pertanyaan kepada pihak lainnya informan yang 

memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan wawancara terstruktur. 

Terdapat dua metode dalam wawancara dari penelitian ini, 

pertama peneliti mempersiapkan pertanyaan dan mengajukannya 

dengan cara bertatap muka secara langsung dengan menemui 

informan untuk memperoleh jawaban selanjutnya peneliti mencatat 

hasil dari jawaban tersebut. Kedua peneliti melakukan wawancara 

secara daring dikarenakan informan yang berada di luar kota, 

kemudian selanjutnya peneliti mencatat hasil dari jawaban tersebut 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam 

kegiatan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data 
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pendukung yang dapat memperkuat hasil dari penelitian. Dikarenakan 

hasil daripada penelitian dapat lebih dipercaya apabila diperkuat 

dengan berbagai macam dokumen, baik resmi maupun tidak.  

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Noeng Muhadjir dalam jurnal (Rijali, 2018)  

Merupakan suatu usaha untuk mencari data dan mengumpulakan data dari 

hasil penelitian mulai dari observasi, wawancara, samapi dokumentasi. 

Untuk disusun agar menjadi terstruktur, agar peneliti semakin memahami 

terkait permasalahan yang sedang diteliti, agar dapat disajikan sebgai 

temuan peneliti yang dapat di rujuk oleh orang lain. Serta pemahaman 

peningkatan dalam analisis dapat dilakukan dengan upaya mencari suatu 

makna dalam hal tersebut.  Dari pengertian tersebut terdapat beberapa poin 

yang perlu di garis bawahi sebagai berikut :  

a. Upaya mencari data adalah proses lapangan 

dengan berbagai persiapan pralapangan, 

b. Menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, 

c. Menyajikan temuan lapangan,  

d. Mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak 

ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya 

peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus 

yang terjadi. 

Gambar  1.1 

Bagan Analisis Data 

 

Sumber : Analisis Data Kualitatif (Milles dan Huberman 1984) 
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Menurut (Miles dkk., 1992) analisis data terdiri dari tiga metode 

yang dilakukan secara bersama. Sebagai berikut :  

a. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data penelitian kualitatif, peneliti 

melakukan eksplor data secara umum dengan metode observasi. 

Selanjutnya data yang diperoleh dari lapangan dicatat dan dicermati 

kembali agar terperinci.   

 

b. Reduksi Data 

Menurut (Miles dkk., 1992) reduksi data merupakan suatu 

proses pemilahan data-data kasar catatan lapangan yang diperoleh 

melalui observasi. Data tersebut selanjutnya di pilah dan 

disederhanakan agar menjadi terpusat. Pada reduksi data ini perlunya 

analisa yang mendalam untuk mengelompokkan data agar menjadi 

terstruktur dan sistematis. Serta membuang data yang dianggap tidak 

perlu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan verivikasi.  

 

c. Penyajian Data 

Menurut (Miles dkk., 1992) penyajian data merupakan 

kumpulan dari data informan yang tersusun, sehingga dapat 

memberikan sebuah kemungkinan untuk dapat ditarik kesimpulan dan 

pemgambilan tindakan. Sehingga peneliti dapat memahami hasil 

penelitian yang telah dilakukan, dan mengetahui langkah apa yang 

harus diambil selanjutnya berdasarkan dari penyajian data tersebut.   

 

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Menurut (Miles dkk., 1992) merupakan  proses terakhir untuk 

menarik suatu kesimpulan yang didasarkan pada data-data yang telah 

diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti mengambil kesimpulan yang 

bersifat sementara dengan mencari data pendukung untuk memperkuat 

atau pun menolak kesimpulan tersebut. Kemudian melaporkan hasil 
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penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dari sebelumnya 

apabila ditemui kejanggalan.  

 

7. Teknik Keabsahan Data  

Menurut (Sugiyono, 2014) keabsahan data merupakan teknik yang 

dilakukan untuk membuktikan penelitian yang telah dilakukan 

menrupakan benar-benar penelitian ilmiah, serta untuk menguji data-data 

yang telah diperoleh.. Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap 

hasil data penelitian yang telah disajikan. Agar hasil penelitian tersebut 

tidak diragukan sebagai karya ilmiah. Uji keabsahan data dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Credibiliity 

Kredibilitas merupakan pengujian terhadap hasil penelitian dari 

data-data yang telah disajikan supaya hasil penelitian yang telah 

dilakukan tidak diragukan sebagai karya ilmiah. Dalam tahap 

kredibilitas data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

kredibilitas trinagulasi atau gabungan merupakan pengujian 

kebenaran data informasi dengan berbagai cara dan berbagai 

kondisi, dilakukan secara serempak untuk memperoleh hasil yang 

lebih akurat. (Sugiyono, 2014) 

1) Trinagulasi 

Merupakan pengecekan dari berbagai data dari berbagai sumber 

dan waktu (Sugiyono, 2014) sebagai berikut :  

a) Trinagulasi Sumber  

Dilakukan dengan  menganalisis data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber, yang selanjtnya disimpulkan 

menjadi suatu kesimpulan. 

b) Trinagulasi Teknik 

Dilakukan melalui teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila terdapat 

hasil yang berbeda maka akan dilakukan diskusi kepada 
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sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data 

mana yang benar. 

c) Trinagulasi Waktu 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data wawancara 

sebaiknya dilakukan pagi hari. Dikarenakan pagi hari 

merupakan waktu yang masih fresh, sehingga akan 

mendapatkan data yang lebih valid. Apabila menemui hasil 

yang berbeda maka dilakukan secara berulang sampai 

ditemukan kepastian datanya. 

 

2) Menggunakan Bahan Referensi 

Referensi merupakan data pendukung yang digunakan untuk 

membuktikan data yang sudah ditemukan oleh peneliti. Pada 

laporan penelitian sebaiknya data-data dilengkapi dengan foto 

ataupun dokumen autentik agar dapat dipercaya (Sugiyono, 2014) 

 

3) Mengadakan Memberchek  

 Bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh apakah 

sudah sesuai sesuai dengan yang telah disampaikan oleh 

informan. Sehingga antara data dan informasi yang diberikan oleh 

informan sudah sesuai, untuk digunakan digunakan dalam 

penulisan laporan. (Sugiyono, 2014). 

 

b. Transferability 

Merupakan validasi eksternal pada penelitian kualitatif. 

Validasi ini betujuan untuk menunjukkan ketepatan atau penerapan 

hasil dari penelitian  kepada populasi sampel yang diambil (Sugiyono, 

2014). 

 

c. Dependability  

Dilakukan dengan cara mengaudit dalam seluruh proses 

penelitian. Dengan cara peneliti mengedit seluruh hasil penelitian. 
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Mulai dari observasi sampai pada penyusunan pembuatan laporan 

(Sugiyono, 2014). 

 

d. Confirmability 

Dilakukan dengan cara menguji hasil penelitian sesuai dengan 

fungsi dari penelitian yang telah dilakukan. Apabila hasil dari 

penelitian tersebut merupakan fungsi dari penelitian, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standarisasi (Sugiyono, 2014). 

 

 

  


